PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 3 zaaun 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

=2
'

BUPATI BEKASI,

hahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Perawran Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu diatur
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Daersh ;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di ates,
Penvelenggarsan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1930 tentang Pembentukan Dacrab-
daerah Kabupaten dslam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tanun 1950}

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (¢ntang Perubahan Kedua Ares Undang
- Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daersh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5%
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 48441

Undang-Undang Nomor 33 Tzhun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemeérintah Pusat den Pemerintah Dacrah (Lembar Negar
Republik Indonesis Tahun 2004 Nomor 126, Tambehan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 44381



Menetapkan

10,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomer 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Z{}I.E
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomeor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemeriniahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerzh Kabupaten / Kota {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737}

Peraturan  Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2008 fentang  Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4890):

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 teniang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 6;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Orpanisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkar Daerah Kabupaten Bekasi
{ Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGEKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1.

Daerah adalah Kabupaten Bekasi:



[
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12.

Bupati adalah Bupati Bekasi:

Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah Bupati Bekasi dan persngkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi |

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, vang selanjutnya disingkat BFK]I:'. adalah
aparat Pengawasan Intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden;

Inspekiotat Kabupaten Bekasi adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Bekasi
yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur;

Perangkat Dacrah adalah perangkat daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah datur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007:

Audit, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti vg dilakukan secara
independen, obyvekiif dan profesional berdasarkan standar audit. uniuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas. efektivitas, efesiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah:

Reviu, adalah penelazhan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan
tersebut lelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atwu norma yang telah
ditetapkan:

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan
standar, rencana, atau norma vang telah ditetapkan, den menentukan faktor-fakior yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan:

Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapal
tujuan yang telah ditetapkan:

Kegiatan pengawasan lainnyvs, adalah kegiatan pengawasan vang antard lain berupa

sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatiban pengawasan, pembimbingan dan
konsultansi. pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan;

Pasal 2

[i] Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah vang efektif, efisien, Iransparan, dan

akunitabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggarsan kegiatan pemerintab
Kabupaten Bekasi.

(2) Pengendalian atas penyvelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayal

(1), dilaksanakan deagan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintih
sebagaimana distur dalam Peraturan Pemeriniah Nomor @ 60 Tahun 2008 tentang Sistemn
Pengendalian Intermn Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

{3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk

memberikan kevakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan
penvelenggaraan pemerintah Kabupaten Bekasi. keandalan pelaporan keuangan. pengamanan
aset daerah. dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,



BAB 11

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Pusal 3

(1) Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi wajib menerapkan Sif.tfrrr
Pengendalian Intern Pemerintah sebagrmmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2} yang meliputi

ENSUT
Lingkungan Pengendalian:

b. Penilaian RBesiko;

¢. Kegiatan Pengendalian:

d. Informasi dan Komunikasi; dan

2. Pemantauan Pengendalian Intern.

(2) Penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan avat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat
daerah.

Pazal 4

(1) Penvelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerntah di  lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.

(2) Penvelenggaraan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk
Pelaksanaan Penvelenggaraan Sistem Pengendalian Imtern Pemerintah yang disusun sesus
dengan pedoman leknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang
ditetapkan oleh kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

(3) Ketentwan lebth lanjut mengenai Petunjuk Pelaksansan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
keputusan Bupan Bekasi.

Paszal 5

(1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan Sisteém Pengendalian Intern Pemerintah
dibentuk Satwan Tugas Sisiem Pengendalain Intern Pemerintah (SPIP), Pemerintah
Kabupaten Bekasi vang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Bekasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati,



BAB 111

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pusal 6

(1) Kepala SKPD bertanggung jawab atas efektivitas penvelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern di lingkungan masing-masing.

(2) Untuk memperkuat dan menunjang cfektivitas Sistem Pengendalian Intern sehaguimam!
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah olch

Pasal 7

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (2) dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten Bekasi

(2) Inspektorat Kabupaten Bekasi sebagamana dimaksud pada ayvat (1) melakukan pengawasan
intern melalu

a. Audit y
b. Reviu

c. Ewvaluasi

=

Pemantauan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnva.

Pasal 8

Inspekiorat Kabupaten Bekasi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupatén Bekasi

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
Peraturan Bupan Bekasi imi ditetapkan.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggul diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal




PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2008

TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DEnGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 teniang Perbendaharaan Negars, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintan.

Mengingat 1. Pasal 5 ayat {2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
T945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megara
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 5, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4355),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SISTEM PENGEMDALIAN INTERNM
FEMERINTAH.

BAB |
KETENTUAN LIMUM

Fasal 1
Dalam Peraturan Pemenntah in yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai unfuk membearikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melaiui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangsan.

2. Sistem Pengendalian intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem

Fangendalian Intermn yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusatl dan pemerintah daerah.

3. Pengawasan Intern adalah selurub proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan ~'n terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam
rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektf dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP,
adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada
Prasiden.

5. Inspekiorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan
intern adalah aparat pengawasan intem pemerintah vang beranggung jawab langsung
kepada menter/pimpinan lembaga.

6. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intem pemerintah yang bartanggung jawab
langsung kepada gubemur,

7. Inspektorat Kabupasien/Wota adalah sparat pengawasan intem pemerintah  yang
bertanggung jawab langsung kepada bupati'walikota

8. Kementerian negara adalah organisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang
dipimpin oleh meanteri untuk mealaksanakan tugas dalam bidang tertentu,

9. Lembaga adalsh organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran
yang dibenfuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar
Megara Republik iIndonesia Tahun 1245 atau peraturan perundang-undangan lainnya.



11 Instanzi Pemennteh adalah unsur penyelenggara pemenntahan pusat atau  unsur
penyaelenggara pemenntahan daerah.

Pasal 2

i f, efisien, transparan, dan
(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efehtl_. _ 3
akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubemur, dan bupatiwalikoia wajib melakukan
pengendalian atas penyslenggaraan kegistan pemerintanan.

(7} Pengandalisn atas penyelenggaraan kegiatan pemenntahan sebagaimana d:mlahsud pada
Jay;:g (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemenntah ini

{3) SPIF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk marrﬂ:m_aﬂhan keyakinan yang
memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemermtahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, idan
kelaatan terhadap perawran perundang-undangan.

BAB Il
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Limum

Pa=zal 3

(11 SPIP terdiri atas unsur;
2. lingkungan pengendalian;
b. penilaian nsiko
c. kegiatan pangendalian,
d. informasi dan kemunikasi; dan
e. pemartauan pengendalian intem.

(2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan
menjadi bagan integral dan kegatan Instansi Pemerintah

Bagian Kedua
Lingkungan Pengendalian

Pasal 4

Pimpinan Instans: Pemeanntah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian

yang menimbulkan perilaku positif dan kendusif uniuk penerapan Sistem Pengendatian Intemn

dalam lingkungan kerjanya, metalui

a, nenegakan ntegrtas dan nilai etiks;

b, komitmen terhadap kompetensi;

¢ kepemimpinan yang kondusit

d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,

2. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat,

f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya
manusia;

g pensujudan peran aparat pengawasan intem pemenntah yang efektf, dan

h  hubungan kera yang baik dengan Instansi Pemenntah terkait

Pasal 5

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 2 sekurang-

kurangnya dilakukan dengan:

a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku,

b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perlaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi
Femearintah;

¢ mensgakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan ferhadap kebijakan dan
prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perlaku;

d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanys intervensi atau pengabaian
pengendalian imterm; dan



Pasal 6

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huref b sekurang-

kurangnya dilakukan dengan: _

a mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas
dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemanniah; _ _ N

b, menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisl
dalam Instansi Pemenntah; .

c. menyelenggarskan pelathan dan pembimbingan untuk  membBantu | pegawal
mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekegaannya; dan

d memilin pimpinan Instansi Pemerniah yang memiliki kemampuan manajerial dan
pengalaman teknis yang luas dalam pengeiolaan Instansi Pemerintah.

Pasal 7

Kepamimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud datam Pasal 4 huruf ¢ sekurang-
kurangnya ditunjukkan gengan;

mempertimbangkan rizike dalam pengambilan keputusan;

menerapkan manajemen barbasis kinena

mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SFPIP;

mealindungi atas asst dan informasi dan akses dan penggunaan yang tidak sah;

melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebh rendah; dan
merespon  secara positif  terhadap pelaporan yang berkaitan dengan  ksuangan,
penganggaran, progrem. dan kegiatan.

~PaoTm

Pasal 8

(1) Pembentukan strukiur organisasi yang sesual dengan kebuiuhan sebagaimana dimaksud

dalam FPasal 4 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan;

a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemarintah;

b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemenntah;

€. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intem dalam  Instansi
Pemerintah;

d. melaksanakan evaluasi dan penyesuasian periodik terhadap struktur organisasi
sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan

&, menetapkan jumiah pegawsai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan,

(2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendelegasian wewsnang dan tanggung jawab yang lepal sebagaimana dimaksud dalam Fasal

4 huruf & sekurang- kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- -wawenang dibarikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnys
dalam ranghka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;

b, pegawal yang diben wewenang sebagaimana dimaksud dalam hund a meamahami bahwa
wewenang dan tanggung jewab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi
FPemenntah yang bersangkutan; dan

€. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huref b memahami bahwsa
pelaksanaan wewenang dan tanggung jawat tarkait dengan penerapan SPIP

Pasal 10

(1} Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f  dilaksanakan dengan
memperhatikan sekurang- kurangnya hal-hal sebagai berikut:

a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian
pegawal;

L penelusuran latar belakang calon pegawal dalam proses rekrutmen; dan

¢ supervisi penodik yang memadai terhadap pegawai.

2} Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang- undangan.



Pasal 11

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 hurul g sekurang-kurangnya harus:
a. memberikan keyakinan yang memadai alas kstaatan, kehematan, efisiensi, dan efekiivitas

pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemenintah; -

b. memberikan perngatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instanst Pemerintzh; dan

¢ memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemenntah.

Paszal 12

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah

bercait

Bagian Ketiga
Penilaian Risiko

Pasal 13
(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko,

(2} Penilaian risike sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a identfikasi risiko; dan
b analisis nsiko.

(3} Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi
Pemerintah manstapkan:
2. lwijuan Instansi Pemenntah; dan
b. tjuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan

Pasal 14

(1) Tujuan Instansi Pemefiniah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayatl (3) hunaf a

meamuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapal, realistis. dan terikat
waaktu

{2) Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajio dikemunikasikan
kepada seluruh pegawai.

(3] Untuk mencapai tujuan |nstansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
a. strategi cperasional yang konsisten; dan
b strategi manajemeh terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 15

Fenetapan fujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
huruf b sekurang- kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;

saling melengkapi, saling menunjang. dan tidak berentangan satu dengan lainnya,

relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;

mengandung unsur knteria pengukuran,

didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup, dan

melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya,

bl o T T

Paszal 16

tdantifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2} huruf a sekurang-kurangnya

dilaksanakan dengan: .

4. menggunakan meiddologi vang sesuai uniuk tujuan Instansi Pemenntah dan tujuan pada
tingkatan kegiatan secara komprehensif;

b. menggunakan mekanisme yang memadal untuk mengenali nsiko dar faktor eksternal dan
fakior internal: dan

- e e T W b o | - i



Pasal 17

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat {2) huruf b dilaksanakan untuk
menentukan dampak dar risiko yang telah didentifikasi terhadap pencapaian tujuan
Instansi Pemerintah.

{2) Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat
riziko yang dapat diterima

Bagian Keempat
Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

{1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai
dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang
bersanagkutan.

(2] Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memiliki karakteristik sabagai berikut:

a. kegiatan pengendalian divtamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah:

b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko:

¢ kegiatan pengendalian yang dipilih  disesuaikan dengan sifat khusus Instansi
Pemerintah:

d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;

& prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara
tertulis; dan

. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan
tersabut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

(3} Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan:
pemzinaan sumber daya manusia:

pengendalian atas pengelolaan sistem informasi:

pengaendalian fisik atas aset:

penstapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinarja:

pemisahan fungsi;

olorisasi atas transaks: dan kejadian yang penting,

pencatatan yang akuiat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya:
akuniabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya: dan
dokumentasi yang baik atas Sistem Fengendalian Intern serta transaksi dan kejadian
penting
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Pasal 19

Reviu atas kinana Instansi Pemerintah sabagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) hunuf a
dilakzanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 20

{1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat {3) huruf b,

(2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1.

pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya;

& mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;

b membual strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung
pencapaian visi dan misi: dan

C. membust uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan
peEgawal, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawsi, ketentuan
disiplin pegawai, sistem penilaian kineria, serta rencana pengembangan karir,

Pasal 21

(1} Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (3) huruf ¢ dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelanakanan infrrmaci



2} Kegatan pengandalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pengendalian umum; dan
b. pengendalian aplikasi.

Pasal 22

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdin atas:
pengamanan sistam informasi;

pengandalhan atas akses;

pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi,
pengendalian atas perangkat lunak sistem,

pemisahan ugas; dan

kontinuitas pelayanan.
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Pasal 23

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huraf a sekurang-

kurangnya mencakup:

a pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;

b. pengembangan rancana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta
kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;

c. penetapan organisasi untuk mangimplamentasikan dan mengelola program pengamanan;

d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas,

& implementasi kebijakan yang efektf atas sumber daya manusia terkait dengan program
pangamanan; dan

f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program
pengamanan jika diperlukan.

Pasal 24

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sekurang-kurangnya

mencakug:

a. klasifikas: sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;

b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal,

c. pengandalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang
tidak diotorisasi; dan

d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan
perbaikan dan penegakan disiplin,

Pasal 25
Fengendalian atas pengembangan dan parubahan

perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf ¢ sekurang-kurangnya

mencakup

a otorisasi atas fitur pemroseésan sistem informasi dan modifikasi pragram,

b pengupan dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan vang dimutakhirkan;
dan

€. penetapan prosedur untuk memastikan lerselenggaranya pengendalian atas kepustakaan
perangkat lunak.

Paszal 26

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d

sekurang-kurangnya mencakup:

a. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekernaan dan
dokumentasi atas otorisasi akses,

b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan

c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

Pasal 27

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e sekurang-kurangnya
mencakup



D, penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan fugas; dan
c. pengendalian atas kegiatan pegawal melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

Pasal 28

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf | sekurang-kurangnya

mencakug:

a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengdentifikasian sumber daya pendukung atas
kegiatan komputensasi yang kritis dan sensitif;

b langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi
komputer,;

c. pangembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif uniuk mengatasi kejadian

tidak terduga; dan
d. pengujian sacara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan

melakukan penyesualan jika diperlukan.

Pasal 29

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdin atas:
a. pengendalian octonsas:

pengendalian kelengkapan;

pengendalian akurasi; dan

pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.
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Pasal 30

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sakurang-kurangnya

mencakup:

a. pengendalian terhadap dokumen sumber;

b. pengesahan atas dokumen sumber

€. pembatasan akses ke terminal entri data; dan

d. penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang
diproses telah diotorisasi.

Pasal 31

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sekurang-
Kurangnya mencakup

8. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer:
dan

b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data,

Pasal 32

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf ¢ sekurang-kurangnya
mencakup:

pEnggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;

pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah:

pencatatan, pelaporan, investigasi. dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

on oo

Pasal 33

Pangendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 huruf d

sekurang-kurangnya mencakup:

a. penggunaan prosedur yang memastikan babwa hanya program dan file data versi terkini
digunakan selama pemrosesan;

B. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memveanfikasi bahwa versi file komputer
yang sesuai digunakan selama pemrosesan;

€. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek infemal file header labels
sebelum pemrosesan; dan

d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.



Pasal 34

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3} huruf d,

{21 Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
pimpinan  Instansi Pemenntah wajic  menetapkan, mengimplemantasikan.  dan
mengkomumkasikan kepada seluuh pegawai:

a, rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik: dan
b, rencana pemulihan satelah bencana.

Pasal 35

{1) Pimpinan Instansi Pamerintah wajib meneatapkan dan merayviu indikator dan ukuran kinana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18-ayat (2} huruf e.

(£} Dalam melaksanakan panetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinera sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus:

a. menelapkan ukuran dan indikator kinerja;

2. mereviu dan melakukan vahdasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran
dan indikator kinena;

¢ mengsvaluasi faklor penilaian pengukuran kinerja; dan

d membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang
ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pasal 36

(1} Pimpinan Instansi Pemerintah wajlb melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (3) huruf

2} Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan
Instansi Femenntah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian
tidak dikendalikan cleh 1 (satu) erang.

Pasal 37

{1} Pimpinan Instans: Pemerintah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang
penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g.

(2} Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan
ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai

Pasal 38

{1} Pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat wakiu
aias transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b,

(£} Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat wakiu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pimpinan Instansi Pemenntah perlu mempertimbangkan:
8. transaksi dan kejadian diklasfikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
b. tl;siﬁkasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seiuruh siklus transaksi atau
gjadian.

Pa=al 39

(1) Fimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya dan
pencalatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) hurdf | dan menstapkan
akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 18 ayat (3} huruf |.

(€) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi Pemerintah wajib memberikan
akses hanye kepada pegawal yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan
tersabut secara berkala,

) Qaiam menetapkan skuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagsimana
dimakstd pad:_s: ayat (1), pimpinan Instansl Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang
beranggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya sers
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Pasal 40

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem
Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (3) huruf k.

{2y Dalam menyslenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimang dimaksud pada ayat (1)
pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, _memelqhara. dan_ secara berkala
memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern sera
transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi

Pasal 41

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasl, mencatat, dan mengkomunikasikan
informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 42

111 Komunikasi atas informasl sebagaimana dimakzsud dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan
secara efektif.

121 Untuk menyelenggarakan komunikasi vang efeklif sebagaimana dimaksud pada avat (1],
pimpinan [nstansi Pemerintah hamus sekurang-kurangnya:
a. menyvediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasl sacara (@rus meanarus.

Bagian Keanam
Pemantauan

Pazal 43

(1} Pimpinan Instansi Pemerintah wajie melakukan pemantauan Sistem Pengendalian intem.

i2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

Pasal 44

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan
melaluikegiatan pengealolaan rutin, supervisi, pembandingan,
rekansiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 45

{1) Evaluasi terpisah sebageimana dimaksud dalam Fasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui
penilaian sendin, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian intern.

{2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intem pemerintah atau pihak
eksiemal pemernintah.

(3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang hdak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini

Pasal 45

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (2} harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

BABE Il
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu



Pasal 47

(1) Menteripimpinan  kembaga, gubernur, dan bupatiwalikota beranggung jeawab atas
efektivitas penyelenggaraan Sisterm Pengendalian [ntern di lingkungan masing-masing.

(2] Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistern Pengendalian Interm sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan: .
5. pengawasan intem alas penyelenggaraan ugas dan fungsi Instansi Pemernntah
termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan
b. pembinaan penyelenggaraan SFPIP.

Bagian Kedua
Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Instansi Pemerintah

Pasal 48

(1} Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh
aparal pengawasan intem pemearintah

(2} Aparal pengawasan intern pemenntah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
pangawasan intem melalur

aldit;

rewviu;

avaluasi:

pemantauan; dan

kegistan pengawasan lainnya.
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Paszal 49

(1) Aparal pengawasan intern pamenntan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
tardini atas:

a, BFEF;
b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan
i,

c. Inspektorat Provinsi; dan
4. Inspektorat KabupateryKota,
(2} BPKF melakukan pengawasan intem terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan
i ol ifat lintas sektoral,
i '
: EEE::EE ﬁggr?d‘e;a?aan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara, dan
c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden,

[ ' i [ dimaksud

3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intem untuk hagmt_an s_abag_awnana :

: pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait
dengan Instans: Pemerintah lainnya.

(4} Inspekiorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan
intern malakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara

{5) Inspekiorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka
penyalenggaraan tugas dan fungsi satuan kerna perangkat daerah provinsi yang didanai
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

(8) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kena perangkat daerah kabupaten/kota
yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupatenikota,

Pasal 50

(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas:
a.  audit kinera; dan
b audit dengan tujuan tertentu.

i2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huref a merupakan audit stas



(%) Audit dengan tujuan tsrtentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mancakup audit
yang tidak termasuk dalam audit kinara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 51

i1} Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang
mempunyai tugas melaksuiakan pengawasan dan yang talah memenuhi syarat kompatensi
keahlian sebagai auditor. . .

{2} Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi
melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikas.

(3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan cleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 52

(1) Untuk menjaga pernlaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disusun
kode etk aparat pengawasan intem pemaerintah,

(2] Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib menaati kode etk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(3} Kode etk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun olah organisasi profesi auditor
dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemarintah.

Pasal 53

(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intem pamearintah,
digusun standar audit.

{2) Setiap pejabat sebagamana dimaksud dalam Fasal 51 ayat (1) wajib melaksanakan audit
sasuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor
dengan mangacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

FPasal 54

i1} Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib
membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi
FPemerintah yarg diawasi

2} Dalam hal BRPKF melaksanakan pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara
sehagaimana dimaksud dalam Fasal 49 ayat (2) huru! b, laporan hasil pengawasan
disampaikan kepada Menten Heuangan sslaku Bendahara Umum Negara dan kepada
pimpian Instansi PFemenvah yang diawasi.

(3} Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2),
BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden
dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

{4) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspakiorat
Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intem,
Inspeklorat Provinsi. dan Inspekiorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan
ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteriipimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati'walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan
kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Megara.

Pasal 55

{1} Untuk menjega muty hasil sudit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala
dilaksanakan telaahan sejawal

i2) Padoman telazhan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun olah organisasi
profesi auditor

Pasal 56

A mrmrak mersarsara e s smbem e mammerr ek Al el e assaleasm beamemasa Bae e iredauanadon dan



Pasal 57

(1) Inspekicrat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional meiaksanakan pengawasan
intern melakukan raviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebalum
disampaikan menten/pimpinan lembaga kapada Manteri Keuangan.

{2y Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi
sebelum disampaikan gubemur kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

{3) Inspektorat Kabupaten/®ote melakukan reviu atas laporan keuangan pameﬂnlah daaran
kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati‘walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(4) BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan
Menter Keuangan kepada Prasiden.

(5) Menten Keuangan selaku Bendahara Umum Megara menetapkan standar reviu atas
laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), ayat (2), ayat {3), dan ayat (4)
uniuk digunakan sebags’ pedoman datam petaksanaan reviu atas laporan keuanaan aleh
aparal pengawasan indem pemenntah

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenal penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akumabilitas
keuangan negara diatur dengan Peraturan Presiden,

Bagian Ketiga
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemearintah

Pasal 59

{1) Fembinaan penyelenggaraan SPIF sebagamana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b
rmehip s

pEnyusunan pedoman teknis penyatenggaraan SPIP;

sosialisasi SPIP;

pendidikan dan pelatihan SPIF;

pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan

e, peningkatan kompetlensi auditor aparst pengawasan intem pemerintah.

{2] Pambinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan aoleh
BPKF

a0 o

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Ketentuan mengenal SPIP di lingkungan pemenntah daerah diatur lebih lanjut dengan
FPeraturan Gubernur atau Peraturan BupatiVWalikota dengan berpadoman pada Peraturan
Femearintah ini

Pasal 61
Peraturan Pemanntah inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetabinya, mamerintahkan pengundangan Peraturan Pemernntah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Megara Republik indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tid.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Minndannkan di . lakaita



